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PUTUSAN
Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Ab

pi ol 5o )l all s
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara terten
tu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perka

ra Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Selamon, 23 Januari 1974, umur 44 tahu
n, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempa
t tinggal di Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku T

engah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Sulteng, 02 Maret 1974, umur 44 tahun, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, bertemp
at tinggal di Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku

Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18
April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepani
teraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Ab, tangg
al 18 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsun
gkan pernikahan di Desa Selamon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Naira sebagaimana
tercatat dalam Duplikat Kutipan  Akta Nikah Nomor
Kua.25.02.01/61/IV/2018 tanggal 18 April 2018;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan

bertempat tinggal di Desa Selamon di kediaman orang tua Penggugat;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak 26 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
- Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat;
- Tergugat selalu bertindak kasar terhadap Penggugat;

- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap
Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan

Tergugat terjadi sekitar tahun 2011,Tergugat telah memukul dan

menganiaya Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

sampai sekarang;

6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya
agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk

menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut :
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
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3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER :
Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ku
asa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas pe
nggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak d

atangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tid
ak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatanny
a untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah da
tang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mak
sud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa :
A. Surat:

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.25.02.01/61/1V/2018 ta
nggal 18 April 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama K
ecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah yang telah bermeterai
cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata ses

uai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (Bukti P-1);

2. Foto copy Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Per
ceraian yang diterbitkan oleh Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olahra
ga Kecamatan Banda yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan t
elah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ke
tua Majelis kemudian diberi tanda (Bukti P-2);

B. Saksi-saksi :
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1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal
di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah men
erangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga

karena Penggugat sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan Tergugat

menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat danTerguga

t mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sejak

bulan Oktober 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengk

aran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu
terhadap Penggugat, Tergugat selalu bertindak kasar terhadap Penggugat
dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap

Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bert

engkar masalah perselingkuhan Tergugat terutama pada saat mereka masih

kumpul suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2011 sampai sekar

ang kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tidak ada usaha keluarga kedua

belah pihak untuk damai;

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. Saksi Il, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat ting
gal di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah
keluarga karena Penggugat ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah
suami Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan
(anak);
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- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan T
ergugat pada awalnya mereka rukun-rukun saja, tetapi sejak awal
bulan Oktober tahun 2011 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan d
an pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pe
rtengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu
cemburu terhadap Penggugat, Tergugat selalu bertindak kasar
terhadap Penggugat dan bahkan Tergugat melakukan kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pengugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran diant
ara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul suami istri lagi se
jak tahun 2011 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk kumpul
dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tidak ada usaha keluarga k
edua belah pihak untuk mengumpulkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada poko

knya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kep

ada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seba
gaimana terurai di atas;

Menimbang,bahwa perdamaian merupakan solusi yang terbaik untuk
menyelesaikan sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh
sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama Pengadilan pemeriksa

perkara,;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ay
at (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peratu
ran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaik
an Penggugat dengan cara menasehati agar tetap rukun dengan Tergugat nam
un usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peratu
ran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang
mediasi tidak bisa dilakukan oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah
gugatan cerai antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara
agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat
(1) Undang Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini
masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk
memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga
para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para
pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah
mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasannya sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut aka
n tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ters

ebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yait
u putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjan
g berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Peng
gugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan
gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 4 sampai

dengan 8 surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4 sampai dengan
8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saks
i

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yan
g merupakan data otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan asliny
a, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat
sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengi
kat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Surat Pernyataan Mengizinkan U
ntuk Mengajukan Gugatan Perceraian) yang merupakan data otentik dan telah
bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan me
ngenai izin mengajukan perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi sy
arat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disum
pah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ay
at 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4
sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami se
ndiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh kare
na itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana t
elah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disum
pah, sehingga memenuhi sayarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172
ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 4
sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami se
ndiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh kare
na itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana t
elah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesu
aian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua or

ang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P, Saksi 1
dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tan
ggal 09 Mei 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah dan belum dikaruniai

anak;

2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin

atasan untuk bercerai dengan Tergugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan
harmonis namun sejak tahun 2011 tidak rukun lagi sering terjadi perselisiha

n dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pengg
ugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat,
Tergugat selalu bertindak kasar terhadap Penggugat dan bahkan Tergugat
melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah
tanggga diantara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pisah tempat
tinggal sejak kurang lebih tahun 2011 sampai sekarang kurang lebih 7

tahun lamanya;

6. Bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibann

ya sebagaimana layaknya suami istri;
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7. Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha unt

uk mendamaikan kedua belah pihak;

8. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak P
enggugat dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disim

pulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah

bercerai;

2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin
atasan untuk bercerai dengan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2011 tidak rukun lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat
terlalu cemburu terhadap Penggugat, Tergugat selalu bertindak kasar
terhadap Penggugat dan bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

4. Bahwa dengan sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 2011 sampai sekarang kurang lebih

7 tahun lamanya;

5. Bahwa selama pisah tersebut di atas masing-masing pihak tidak melaksana
kan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha unt

uk mendamaikan kedua belah pihak;

7. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pen

ggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam :

1. Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ial

ah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderun
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g dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan
sayang’;

2. Kitab At Thalag Min Asy Syari‘atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang menyata

kan sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah a
danya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran
(berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang men
gakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

3. Kaidah figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi :

o 55 Y pllb 969 iz ply proaluall plS> o S LIl 5 (o
Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kem

udian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah
haknya";

4. Kaidah fighiyah yang artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dar

i pada menarik kemaslahatan”;

5. Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang
artinya : “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, d
isaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak sat

”.

u 1

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpenda
pat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sed
emikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah ta
ngga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pa
sal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakina
h, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah ti

dak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah
mendapatkan izin atasan untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan
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Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat

sangat bersunguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha sec
ara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangg
anya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk b
ercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat
telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangg

a;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah s
edemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti seka
rang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat da
n penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh
karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergu

gat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tah
un 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedu
a belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak da

pat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memb
entuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat
dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timb
ul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan
Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangg
anya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebi
h jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijad
ikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara

Penggugat dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka sidan
g dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menj
adi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gug
atan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 1
9 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta P
asal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi P
asal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi a
dalah talak ba’in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat, oleh karena itu guga

tan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, ma
ka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebag
aimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peruba
han kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara haru
s dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan huku
m islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghad
ap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan thalak satu ba’'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilan
gsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tang
gal 22 Sya’ban 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Dasri Akil, SH. sebagai Hakim Ketu
a Majelis serta Drs. Salahuddin,S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terb
uka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Hj. Ismiati Traya, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Ttd ttd
Drs. Salahuddin,S.H,M.H. Drs. Dasri Akil, S.H
Hakim Anggota Panitera Pengganti
ttd ttd

Hj. Ismiati Traya, SHI
Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
4. Redaksi :Rp 5.000,00
5. Materai :Rp 6.000,00

Jumtah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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